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Tim Pokir DPRD Kaltim Asistensi Dengan 36 OPD 
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BALIKPAPAN – Tim Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur gelar 

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Implementasi Entry Kamus Usulan Aspirasi Bantuan 

Keuangan dan Hibah/Bansos – RKPD Kaltim 2025 bersama Pemerintah Provinsi Kaltim 

serta BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Kaltim. 

Rapat yang terbagi menjadi dua sesi ini, Berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan. 

Dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim 

Baharuddin Demmu didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji serta anggota 

DPRD Kaltim M. Udin, H.Baba, Sapto Setyo Pramono, A. Komariah, Jawad Siradjuddin, 

Yusuf Mustafa. 

Pembahasan diantaranya mengenai penyusunan dan penyelarasan Kamus Usulan 

Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 

Pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat. 

“Pada hari ini kita akan menindaklanjuti kegiatan kita pada pertemuan kemaren terkait 

penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD. Karena kita berharap benar-benar tidak ada 

lagi hambatan dan sumbatan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim dalam Penyusunan 

RKPD tahun 2025 terutama pada proses Penginputan,” ujar Demmu saat memimpin 

jalannya rapat. 

Dikatakan Demmu, Pansus Pokir meminta kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan Persyaratan Pengajuan usulan bantuan 

(Pokir) kepada Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 

Pansus Pokir bersama OPD yang hadir pada Rapat hari ini, bersepakat untuk memulai 

pembuatan kamus usulan pada APBD-P tahun 2024. Lebih lanjutnya lagi, Pansus Pokir 
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dalam forum Rapat Koordinasi meminta kepada Pimpinan DPRD untuk mengkomunikasi 

ke Sekretaris Daerah terkait usulan anggota DPRD yang tertahan di APBD-P tahun 2024. 

Selanjutnya, rapat juga menyepakati tentang persyaratan pengajuan usulan mendapatkan 

bantuan pemerintah dalam bentuk hibah, bantuan langsung, maupun bantuan langsung, 

maupun bantuan keuangan melalui SIPD. “Hasil dari rapat hari ini akan dibuatkan surat 

Keputusan bersama antara Ketua Banggar DPRD Kaltim dan Ketua TAPD Kaltim, 

melalui SK itu nantilah menjadi pedoman dalam menyusun RKPD Kaltim Tahun 2025,” 

Pungkasnya. (hms10) 
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